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Abstrak 

Usaha Kecil Menengah (UKM) Batik  Desa Klampar , Kabupaten Pamekasan  saat ini  masih belum   mendapatkan peluang besar  memasarkan produknya secara berkelanjutan menggunakan teknologi informasi. Keterbatasan akses  pemasaran serta perbedaan persepsi antara pengerajin dengan Dinas UMKM Kabupaten Pamekasan terus terjadi. Banyaknya UKM Batik Desa Klampar, tidak mau menghadiri pelatihan  sehingga memilih menjalnkan usahanya secara mandiri. Akses dan pemberian rekomendasi peminjaman modal sangat terbatas,akhirnya  penyaluran bantuan beruoan pinjaman modal tidak tepat sasaran. Dimana kriteria penerima bantuan  pinjaman modal sebetulnya sudah dmasuk dalam kategori UKM mandiri bukan tipe nerkembang.   Analisis hasil penelitian menggunakan teori pemberdayaan dari Suharto (2009) dengan indikator  Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan dgunakan Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Penentuan informan  melalui teknik Purporsive sampling . Hasil penelitian berdasarkan indikator teori secara keseluruhan  strategi pemberdayaan cukup baik, namun masih terus memerlukan regulasi (kebijakan ) berkelanjutan  dari pemrintah  Kabupaten Pamekasan supaya bisa meningkatkan kesempatan  lebih besar pengerajin memasarkan hasil produksinya secara berkelanjutan (suistainable policy).
Kata Kunci: Kebijakan berkelanjutan; UKM Batik; Pemberdayaan.
Abstract 
Small and medium enterprises (UKM) Klampar Village, Pamekasan District  today not yet received  marketing chance continuesly by information technology sophistication.Marketing limited access and also differences of perception beetwen batik art enterpereneur and micro and small Business Department Pamekasan district  still happen. Some Small and Medium Enterprises. Not to allowed training and choice to hold her business by themself. Recomendation acccess capital loan is limited., finally distribution capital loan not effective. When  received capital loan really in small and medium enterprise characyeristic  innclude on settle enterprise not develop enterprise. Analysis of  research  result use empowerment theory by Suharto (2009)  with theory indicator are possisbility,pretection, strengthening,, supported and maintenance. This reserah use  data collection bya intervuew and docuentation. Informant selested by pusrporsive sampling technique. This result research based on theory indicator all of empowerment theory is good enough but still needs suistainble regulation (Policy) from  pamekasan district goverment to increasing marketing chance bigger  than for enterprise actor market promote  crafft prduct continously time.
Keywords: Suistanable Polivy, Small and medium enterprise, empowerment
PENDAHULUAN

Problematika Usaha  Mikro Kecil Menengah (UMKM) berbeda tiap waktu. Mulai persoalan skala kecil sampai skala besar.  Di lain sisi UMKM  menghadapi persoalan mempertahankan eksistensi. Permasalahan  mengakibatkan beberapa UMKM  tidak bisa bertahan lama menjalankan usahanya, ada terus berjalan namun hasil produksi tidak terbatas. Salah satu contoh keberadaan UMKM Batik Desa Klampar, Kecamatan proppo, Kabupaten Pamekasan.  

Permasalahan utama yakni terbatasnya akses peluang pasar serta rekomendasi  dinas terkait pinjaman bantuan modal lembaga pendanaan. Apa yang dijelaskan  Sucipto dan Sutarto (2015) menyatakan berbagai regulasi  menggeliatkan UMKM  harus mengutamakan unsur kearifan lokal, menggunakan prinsip pemberdayaan berkelanjutan dan berkeadilan. Karakter regulasi  dibutuhkan dan dilakukan dengan tujuan sampai UMKM bersangkutan bisa menjaga kosistensi usahanya secara mandiri, kesejahteraan hidup meningkat, serta berkurangnya keterpurukan ekonomi. Prinsip utama pemberdayaan yakni menggunakan pendidikan nonformal dalam meningkatkan kemampuan masayrakat bisa berkembang melalui peningkatan keterampilam yang dimiliki.
 


Landasan hukum mengembangkan dan memperdayakan UKM secara berelanjutan , salah satunya melalui  Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Program Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan ini dikukuhkan secara resmi pertama kali oleh Presiden pada tahun 2007, lebih dikenal dengan program pemberdayaan masyarakat desa (Unit Pelaksana Kegiatan). Program Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan ini beroperasi setelah beredarnya  surat Menteri Dalam Negeri No. 414.2/2634/PMD tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan

 UMKM di Kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan ini  berengaruh pada gagasan menciptakan identitas lokal Kabuapten Pamekasan pada tanggal 24 Juli tahun 2009. Munculnya sebutan  “Pamekasan kota batik “. Wujud identitas lokal terlihat sejak tanggal 7Januari 2019 , terbukti sebanyak 90  kendaraan dinas berhias stiker batik. Partisipasi di ajang berskala internasional berupa fashion show di Laos dan Brunei Darussalam. Slain itu bereran mengikuti  pameran internasional Saba-saba di Tanzania Afrika pada 7 juli 2019.


  Data   jumlah  prningkatan jumlah UMKM di kabupaten Pamekasan  diisajikan dalam tabel di bawah ini yaitu :

        Tabel 1 Rekapitulasi Data UKM Kabupaten Pamekasan Tahun 2019

	No.
	Tahun
	Jumlah UKM

	1
	2017
	14.543

	2
	2018
	14.656

	3
	2019
	14.792


                    Sumber : BPS Pamekasan (Olahan Peneliti, 2020)
Terlihat dari tabel di atas setiap tahun jumlah UMKM  di Kabupaetn Pamekasan  meningkat, dimana salah satunya adalah UKM Batik yang di Desa  Klampar, Kecamatan Proppo. PeningkatanUKM berbading terbali dengan kesempatan  peluang pasar  menggunakan kecanggihan teknologi informasi,keterbatasan akses  pinjaman bantuan modal dan ketodakefektifan distribusi bantuan pinjaman modal, serta bagaiamana menformulasikan  kebijakan secara berkelanjutan.
Manfaat UMKM  yakni memberikan lapangan pekerjaan bagi  yang dikategorikan memiliki  tingkat pendidikan  rendah. Jumlah  UKM  di Kabupatn Pamekasan dimana Kecamatan Proppo  menduduki urutan pertama dengan jumlah UKM terbanyak, yaitu sebanyak 4.376 UKM (BPS Pamekasan, 2020). Kecamatan proppo sendiri terkenal dengan sektor industri batik tulisnya. UKM Batik tulis di  Kabupaten Pamekasan  merupakan sektor industri terbanyak di Kabupaten Pamekasan. Desa Klampar terkenal sebagai lokasi industri batik  di Kabupaten Pamekasan sampai mendapat identitas  sebagai kampung batik (pamekasanhebat.com, 2020).Hal ini disperkuat dengan data jumlah UKM batik di Kabupaten Pamekasan yaitu :
Tabel 2 Jumlah UKM Batik di Kabupaten Pamekasan Tahun 2019

	Desa
	Kecamatan
	Jumlah

	Klampar
	Proppo
	24

	Toket
	Proppo
	10

	Candi Burung
	Proppo
	7

	Pegantenan
	Pegantenan
	3

	Larangan Badung
	Palengaan
	9

	Rekkerrek
	Palengaan
	3

	Rang Perang Daya
	Palengaan
	8

	Angsanah
	Palengaan
	4

	Banyupelle
	Palengaan
	4

	Murtajih
	Pademawu
	4

	Kowel
	Pademawu
	6


Sumber : Disperindag Pamekasan (Olahan Peneliti, 2020)

Peneliti merujuk referensi berupa penelitian sebelumnya  dimana fokusnya berbeda namun memiliki relevansi dengan penelitian ini. Pertama, penelitian berjudul Efektivitas Pelaksanaan Program Pemberdayaan UsahaMikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Ciamis, karya Irman Nurrachman Saputra (2018),  diperoleh hasil penelitian  hambatan dalam pelaksanaan program pemberdayaan usahamikro kecil dan menengah yaitu kompetensi SDM, permodalan, kurangnya akses pemasaran,kurangnya dukungan kelembagaan. Permasalahan ini   diatasi melalui yakni peningkatan  kualitas SDM, kemudahan akses modal,pemasaran dan meningkatkan kerjasama  dengan investor .
Penelitian kedua karya Djoko Sudantoko (2019) , dengan judul penelitiannya”Strategi Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Batik Di Pekalongan” mendeskripsikan masalah bahan baku, sumber daya manusia, serta bahan bakar memberikan pengaruh positif  produksi batik. Hasil penelitian  menjelaskan variabel bahan baku dan suplemen, tenaga, sumber daya manusaia,  bahan bakar kerosine dan  kayu berpengaruh positif terhadap produksi batik. Peralatan dan skala usaha tidak berpengaruh signifikan terhadap produksi batik. Rata-rata efisiensi teknis adalah 0,867.. Strategi yang perlu digariskan untuk meningkatkan kinerja usaha batik di wilayah studi antara lain melalui empat pendorong, yaitu: (1) akses kredit dan / atau fasilitasi untuk menjalankan usaha, (2) akses pasar; (3) akses tenaga kerja; (4) akses dalam teknologi.

Perbedaan utama  antara dua penelitian sebelumnya  dengan  fokus Penelitian ini yaitu berusaha  mengenai stretegi pemberdayaan UMKM melalui media promosi online berdasarkan kebijakan berkelanjutan. Hal sorotan utama yakni bagaimana peran teknologi informasi secara  berkelanjutan mempengaruhi keberlangsungan UMKM. Penelitian ini berusaha mengisi kekosongan permasalahan yang belum terjawab yakni bagaimana melaksanakan program pemberdayaan dengan melibatkan kecangihan teknologi informasi.  Dimana  mengutamakan bagiaman optimalisasi peran regulasi pemerintah mengenai kebijakan berkelanjutan  dalam menjaga eksistensi  UKM Batik Desa Klampar. penggunaan Sesuai dengan uraian latar belakang di atas, mendorong penulis untuk melakukan penelitian secara ilmiah dengan judul Strategi Pemberdayaan UKM Batik Desa  Klampar,Kabupaten Pamekasan dalam Perspektif Kebijkan Berkelanjutan
Pendahuluan memuat latar belakang penelitian secara ringkas dan padat, dan tujuan. Dukungan teori tidak perlu dimasukkan pada bagian ini, tetapi penelitian sejenis yang sudah dilakukan dapat dinyatakan disertai pengutipan yang sesuai dengan ketentuan (wajib menggunakan mendeley) . [Times New Roman 12, justified, 1,5 spasi]
Pada umumnya jurnal internasional tidak menginginkan bahasa statistik (seperti: significantly different, treatment, dll) ditulis dalam pembahasan. Hindari copy dan paste tabel hasil analisis statistik langsung dari software pengolah data statistik.
METODE PENELITIAN

a. Populasi peneltiian

Populasi adalah wilayah generalisasi  terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu, ditetapkan  serta dipelajari peneliti, kemudian menarikk kesimpulan (Sugiyono,2011:80). Intinya populasi bukan hanya orang tetapi juga  obyek dan benda alam lainnya. Populasi juga bukan sekedar jumlah pada obyek atau subyek yang dipelajari, tetapi juga karakteristik atau sifat dari subyek atau obyek.
Populasi dalam penelitan ini yaitu beberapa orang pengrajin batik Desa Klampar , dan pihak dari Dinas Koprasi dan UKM Kabupaten Pamekasan. Jumlah keseluruhan pengrajin UKM Batik Desa Klampar sebanyak 1300 orang. Untuk mempermudah peneliti memperoleh dan mengolah  data hasil penelitian, maka peneliti  hanya memilih beberapa orang saja pengerajin UKM Batik dan memilih inforrman lain dari pihak Dinas Kopperasi dan Usaha Mikro kabupaten Pamekasan. 

b. Sampel Penelitian

Dalam mempermudah peneliti mengumpulkan dan menganalisis data hasil penelitian  maka dari populasi penelitian maka diambill beberapa orang saja yang dijasikan samapel [eneltiian. Sampel dipilih  berdasarkan kriteria  kesesuaian  dengan rumusan masalah serta fokus penelitian. Pengambilan beberapa orag saja dari populasi penelitian disebabkan waktu penelitian yang tersedia sangat singkat sedangka  peneliti harus melaporkn temuan atau hasil penelitian. Solusi permasalahan ini maka diperlukan penentuan sampel penelitian. 


Menurut  Djarwanto (1994:43) sampel merupakan  sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Berbeda dengan Sugyono,(2008:118) menyatakan bahwa sampel merupakan suatu bagian  dari keseliruhan serta karakteristik yang dimiliki oleh sebuah populasi dengan konsekuensi :
· Jika populasinya besar sehingga para peneliti  tentunya tidak memungkinkan untuk mempelajari keseluruhan yang terdapat  pada populasi tersebut oleh karena beberapa kendala yang akan dihadapkan nantinya seperti keterbatasan dana, yenaga dan waktu. Maka dalam hal ini perlunya menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu

· Dan selanjutnya, apa yang dipelajari dari sampel tersebut  maka akan mendapatkan kesimpulan yang annatinya diberlakukan untuk populasi. Oeh karena itu sampel yang didapatkan dari populasi harus benar-benar representatif(mewakili)
Sampel yang dipilih adalah penggiat UKM,  Pamong Desa Klampar dan pihak dari Dinas Kpperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pamekasan. 
Tabel  3 Daftar Informan Penelitian

	No.
	Nama
	Jabatan
	Alasan

	1.
	Mahsusir Rido
	Staff Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pamekasan
	Memahami program pemberdayaan dan pengembangan UKM  Kabupaten Pamekasan serta realisasinya.

	2
	Imam Ghazali
	Staff Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pamekasan
	Mengetahui bagaimana program pemberdayaan dan pengembangan UKM  Kabupaten Pamekasan serta realisasinya.

	3
	Agus
	Pamong Desa Klampar
	 Pamong Desa Klampar, sehingga mengetahui kondisi usaha di lapangan UKM Batik Desa Klampar serta dekat juga dengan UKM Batik Desa Klampar.

	4
	Sukiman
	Pamong Desa Klampar
	Pamong Desa Klampar, sehingga mengetahui kondisi usaha di lapangan UKM Batik Desa Klampar serta dekat juga dengan UKM Batik Desa Klampar.

	5
	Sakinah
	Penggiat UKM Batik Desa Klampar
	Merupakan pemilik UKM Batik Desa Klampar yang memiliki pengalaman usaha kurang lebih 13 tahun, sehingga pengalaman sebagai UKM Batik sudah lama.

	6
	Abu
	Penggiat UKM Batik Desa Klampar
	Merupakan pemilik UKM Batik Desa Klampar yang memiliki pengalaman usaha kurang lebih 20 tahun, sehingga pengalaman sebagai UKM Batik sudah lama.


Sumber : Data hasil Olahan Peneliti  ( 2021)
c. Teknik Pengambilan sampel

Teknik pengambilan samapel menggunakan teknik purposive sampling yaitu hanya mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan pemberdayaan UMKM Batik Di Desa Klampar, Kecamatan Proppo , Kabupaten Pamekasan dalam perspektif Kebijakan berkelanjutan. Adapun bebrapa informan atau sampel penelitian memiliki beberapa pertimbangan yaitu  informan yang kompten dalam bidang terutama data yang diperlukan peneliti dalam menjawab permasalahan penelitian. 
DEFINISI VARIABEL
1. Pemberdayaan

Sulistiyani (2010) menjelaskan pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses pemberian daya/ kekuatan/ kemampuan dari pihak yang mempunyai daya kepada pihak yang tidak atau kurang berdaya. 

Menurut Totok dan Poerwoko (2012) istilah pemberdayaay didefiniskan upaya  memenuhi kebutuhan dan keinginan individu, kelompok dan masyarakat supaya  memiliki kemampuan melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginannya, termasuk ketersediaan akses pada sumberdaya yang relevan dengan pekerjaan serta aktivitas sosialnya, dll. 

Rusmiyati (2011) menegaskan  pemberdayaan adalah suatu cara rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai kehidupannya . Di lain sisi pemberdayaan dianggap sebuah proses menjadikan orang yang cukup kuat untuk berpartisipasi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga yang mempengaruhi kehidupanya

 
Setiap oraang memiliki pemahaman berbeda mengenai pemberdayaan. Namun fkus utama pemsberdayaana dipahamai sebagai sbeuah memperoleh pemahaman dan pengendalian kekuatan sosial, ekonomi, dan/atau politik untuk memperbaiki hal relevan yang ada di lingkungan masyarakat. Pemberdayaan itu terjadi melalui beberapa tahap.
Berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu usaha untuk memberikan daya atau meningkatkan daya. Dimana prinsip utamanya adalah memperbaiki kndisi yang ada dari sebelumnya. Target utama yakni  menciptakan kemandirian bagi target. Bisa diasumsikan tidak ada masyarakat tidak samma sekali mempunyai daya. Setiap masyarakat pasti memiliki daya, anamun besaran dan kadarnya berbeda ditambah mereka belum memahami  adanya potensi pada dirinya sendiri serta ligkungannya. Kemampuan masyarakat yang sebetulnya memiliki daya besar , namun belum memahami dan mengetahu maka diperlukan bimbingn  melalui proses bertahap. Fokus pembimbingan bertahap adalah pengelolaan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia di lingkungan sekitarnya
Tujuaan pembinaan adalah  agar masyarakat menjadi lebih mandiri dan mampu untuk mengelola potensi tersebut, sehingga dapat mensejahterakan hidup masyarakat itu sendiri. Dimana dampak jaka panjang membuat masyarakat mampu bertahan dan memanfaatkan  sumber daya yang dimiliki.
Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan di atas dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P, yaitu: Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan (Suharto, 2009).

1. Pemungkinan
Mencipatakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kulturaldan struktural yang menghambat. 

2. Penguatan
Memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhankebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka. 

3. Perlindungan
Melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan yang lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis deskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil. 

4. Penyokongan
Memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

5. Pemeliharaan
Memelihara kondisis yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

2. UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

Menurut UUD 1945 kemudian dikuatkan melalui TAP MPR NO.XVI/MPRRI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis dirubah ke Undang-Undang No.20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka pengertian UMKM adalah sebagai berikut :

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 

4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia 

5. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia

Pengertian UMKM menurut Departemen Koperasidan Usaha Kecil Menengah (UU No. 9 Tahun 1995), yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI) adalah entitas usaha yang mempunyai memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,-. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih antara Rp 200.000.000 s.d. Rp10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan. 

Definisi lain mengenai UMKM juga dijelaskan oleh BPS (Badan Pusat Statistik), dimana BPS membagi jenis UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja. Menurut BPS, usaha kecil identik dengan industrikecil dan industri rumah tangga (IKRT). BPS mengklasifikasi industry berdasarkan jumlah pekerjaannya, yaitu (1) industri rumah tangga dengan pekerja 1-4 orang; (2) industri kecil dengan pekerja 5- 19 orang; (3) industri menengah dengan pekerja 20-99 orang; (4) industri besar dengan pekerja 100 orang atau lebih.
Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa definisi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah usaha ekonomi produktif berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan dimana usaha mikro yang memiliki kekayaan bersih kurang dari Rp 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan dan memiliki hasil penjualan kurang dari Rp 300 juta. Usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih dari Rp. 50 juta sampai paling banyak Rp. 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300 juta sampai dengan paling banyak Rp. 2,5 miliar. Sedangkan usaha menengah adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500 juta sampai dengan paling banyak Rp. 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2,5miliar sampai dengan paling banyak Rp. 50 miliar.

3. Kebijakan berkelanjutan

Kebijakan berkelanjutan  berdasarkan masalah eneltiian yakni bagaimana regulasi mnegenai pemberdayaan UKM mendapatkan pangsa pasar, mudah dalam mendapatkan akses bantuan pinjaman modal dan  efektif tidaknya sebuah akses bantuan pinjaman modala diterima UKM  berkembang, bukan lagi UKM  mandiri ada yang menerima bantuan.  Beberapa indikator pemberdayaan yang dikaji dalam perspektif kebijakan berkelanjutan , menggunakan  hasil pemikiran dari  Suharto (2009) dengan memperjatikan  indikator pemberdayaan  5P yaitu Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan.
Pemungkinanan,  merupakan suatu kondisi dimana menciptakan suatu kondisi yang memunkinkan UKM Batik Desa Klampar dapat berkembang optimal tanpa ada batasan  kultural dan struktural.  Strategai tersebut dilakukan bukan hanya sekedar bersbentuk regulasi , namun lebih kepada langkah nyata Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berperan aktif  mendayagunakan perangkat desa Klampar dalam mengundang atau mensosialisasikna pelatihan  kepada apengerajin Batik  di Desa Klampar . Dimana harapan utama sosialisasi ini adalah  nantinya  semakin bertambahnya jumlah UKM binaan dari dina Koperasi dan Usaha Mikro Kabpaten Pamekasan. Berbagai tindakan pemungkinan misalnya sejauh mana peran Dinas Kperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pamekasan mmperudah akses merekomendasi untuk UMKM berkembang mendapatkan pnjaman bantuan modal dari bank terkait. Kondisi lainnya yakni bagaimana peelatihan tersebut mampu mengajak dan meperdayakan masyarakat Desa Klampar, berprofesi sebagai  pengrajin batik mandiri yakni mampu membuat bahan baku sendiri dari potensi alam sekitar.
Penguatan,  indikator kedua ini merupakan tolok ukur pemberdayaan dimana bukan hanya menggunakan dan memperdayakan kekuatan secara mandiri, namun lebih kepada melibatkan beberapa unur kekuatan produksi seperti meningkatkan kemampuan sumber daya manusaia pengerajin batik.  Jadi bukan hanya berkutat dengan budang keahliannya saja, namun pengerajin difasilitasi dan dilatih supaya mampu beradaptasi dengan tuntutan teknologi informasi dalam  memasarkan produknya.
Perlindungan, memiliki makna dimana instansi terkait harus memberikan perlindungan terhadap keberlangsungan usaha UMKM Batik. Dimana perlindungan bertujuan  mencegah UKM Batik Desa Klampar terpuruk di waktu-waktu tertentu dimana tingkat persaingan terus meningkat. Perlindungan bersifat melindungi kalangan minoritas dalam bidang UMKM.  Kondisi semakin meningkatnya hasil produksi Batik printing membuat  ketertarikan masyarakat pada batik tulis menurun. Akibatnya pengerajin batik pengguna teknis tulis dalam menggambar motif ,harus dilindungi dan dilestarikan hasil kayanya supaya  tidak kalah dengan batik jenis printing.

Penyokongan, indikator ketiga ini lebih menekankan bagaimana langkah untuk melindungi para pengrajin batik supaya terus konsisten dan bertahan usahanya di tengah berbagai pergantian kondisi. Sehingga bentuk penyokongan bisa dilaksanakan oleh dinas terkait dalam menopang keberlansungan usaha batik. Salah satunya harus menerapkan pola kerja sama dengan instansi lain misalanya dalam bidang rekomendasi pinjaman bantuan modal. Serta pemerintah Kabupaten Pamekasan secara umum, harus terus menggunakan atribut batik di semua bidang  pemerintahan. Sehingga semakin banyak koneksi yang terjalin bernuansa kearifan lokal dalam bidang pemerintahan.
Pemeliharaan, maksud dari indikator kelima ini yakni pihak tekait harus  saling berkordinasi mengenai bentuk daya dukung memudahkan membaca  kesempatan pasar. Seperti sekarang , semua pengerajin mengeluhkan keterbatasan  akses bantuan pinjaman modal, tidak bisa menyesesuaikan diri dengan tenologi terkini dan persaingan  alat produksi batik mesin. Prinsip utama pemeliharaan yakni bagaimana  kondisi usaha pengerajin batik yang tetap menggunakan alat tradisonal dalam memproduksi, langkah pemeliharaan pemerintah Kabupaten Pamekasan yakni tetap menjaga kelestarian penggunaan alat pembuat motif batik tradisional, walaupun di lain sisi masih tersu diperlukan juga alat membatik modern.
HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian
Peneliti setelah melakukan pengumpulan data maka, diperoleh hasil penelitian yang  membutuhkan analisis data dan pembahasan secara sistematis dan komprehensif.  Teori yang dipilih  menjadi alat ukur peneliti dalam menganalisis data hasil penelitian,serta mengetahui kesenjangan antara  bentuk standar teori dengan kondisi lokasi penelitian.

Berberapa teori tentang pemberdayaan, tentunya menjadi suatu kewajiban peneliti memilih satu teori utama  sebagai petunjuk  selama penelitian. Pemilihan teori harus ada  alasan kuat  dimana unsur terpenting harus sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Beberapa  data hasil penelitian yang diperoleh di lokasi penelitian kemudin harus dianalisa dan dibahas mengunakan kepekan analissi peneliti. Teori yang digunakan yaitu teori pemberdayaan dari Suharto (2009)  indikator pemberdayaan  5P yaitu Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan.  Hasil peneliyian pada tiap indikator pemberdayaan yaitu :
1. Pemungkinan

Program pemerdayaan Desa Klampar dilakukan dalam bentuk pembinaan, setelah diadakan pelatihan para UKM diadakan pengawasan secara berkala.  Segala bentuk pemberdayaan dan pengawasan  wujud untuk memungkinkan UKM lebih mudah  berkembang melalui program dari poemirntah, sehingga bisa mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia menghadapi persaingan global. 
2. Penguatan

Berbagai tindakan penguatan UKM Batik di Desa Klampar, dilakukan melalui pelatihan dan pengawasan. Namun kondisi di lokasi ada beberapa UKM yang tidak bersedia sebagai binaan dinas koperasi dan UKM . Sebaliknysan jikan adaq UKM yang masih memerlukan    bantuan , maka pihak dinas  tetap melakukan  pengawasan dan pelatihan pada MKM Batik Desa Klampar. Namun kebanyakan UKM yang  sudah  mampu berdiri sendiri tidak mau dibantu oleh dinas koperasi dan UKM Kabupaten Pamekasan.Namun perbandingan  antara UKM yang mandiri dan yang belum belum sberapa seimbang. 
3. Perlindungan

Pemberdayaan UMKM Batik di Desa Klampar  di tinjaun dari indikator perlindungan dilaksanakan seperti peraturan yang ada. Namun kondisi di lokasi penelitiqn, ada beberapa UKM Batik yang tidak bersedia  dibina dan diawasi, sehingga  yang hadir ke pelatihan nhanya beberpa, Sehingga alokaswi pemberian bantuan alat produksi disesuaikan dengan jumlah peserta yang hadir. Sehingga realisasi  pemberdayaan terutama dalam menambah pangsa pasar menmgikuti jumlah pesrta UKM yang hadir dan jumlahnya dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan. 
4. Penyokongan

Program Pemberdayaan UMKM Batik Desa Klampar sudah sesuai realista secara organisasional. Semua pegawai sudah melaksanakan kerja sesuai SOP yang ada dan sudah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas masing-masing.
5. Pemeliharaan

Pengawasan program pemberdayaan UMKM Batik Desa Klampar sudah  merencanaakan strategi pemeliharaan mengenai starategi  pemberdayaan UMKM Batik. Namun tantangan dan hambatan tetap ada yakni beberaqpa UKM Tidaka mau dibina dan diuawasi proses produksi dan pemasarannya. Sehingga mau tidak mau Pihak Dinas Koperasi  tetap berkomunikasi denngan pihak UKM menyesuaikan kondisi dilapangan. Namun strategi pemeliharaan mengalami  hambatan dari SDM para pemilik UMKM Batik sendir terutama masih banyaknya SDM pemilik UMKM yang kebanyakan  hanya menenmpuh pendidikan dasar saja

PEMBAHASAN
1. Pemungkinan 

Pemberdayaan yang dilakukan melalui program pengawasan serta pelatihan oleh Dinas Koperasi dan UMKM  sudah dilakukan secara terjadwal. Dimana semua dilakukan melalui seleksi mana UMKM yang perlu dibina. Namun  tantangan utama dalam memperebutkan pangsa pasar, hal yang paling sederhana dilakukan adalah mengoptimalkan  pemberdayaan  secara terus menerus.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro  sebagai fasilitator  mengenai  pelaksanaan strategi membuka peluang para UMKM Batik klampar menggunakan kecanggihan teknologi informasi dalam memperluas pangsa pasar. Memang masih adanya beberapa UMKM Batik menolak untuk diberikan pelatihan , namun strategi jangka panjang harus dipikirkan bagaimana menciptakan kemungkinan peluang pasar lebih luas dibandingkan sebelumnya.

Pengawasan dilakukan setelah dilaksanakan pelatihan, namun di lain sisi banyak UMKM disaat sudah ada pelaksanaan pelatihan tidak bisa hadir sehingga yang mendapatkan bantuan alat produksi sedikit.  Penyebab utama dalam menurunnya jumlah  UMKM  yang akan dibina , suatu sisi merupakan suatu kemajuan  namun di lain sisi merupakan suatu hambatan  dalam mengoptimalkan peran Dinas koperasi dan Usaha Mikro dalam mengawasi keberlangsungan UMKM Batik Desa Klampar, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan.

Memberikan akses dan rekom , Dinas Koperasi dan Usaha Mikro  merupakan salah satu pemenuhan indikator pemungkinan dalam pelaksanaan pemberdayaan. Dimana UMKM yang  sudah dinyatakan layak untuk dibina dan dibantu, maka pihak dinas akan merekomendasikan ke pihak BPR supaya UMKM yang bersangkutan bisa mendapatkan pinjaman dan bantuan alat-alat produksi.

Dapat disimpulkan bahwa pengawasan program pemerdayaan Desa Klampar dilakukan dalam bentuk pembinaan, setelah diadakan pelatihan para UKM diadakan pengawasan secara berkala. Pihak UKM yang diberdayakan sudah sesuai data yang ada dan sudah dilakukan dengan beberapa proses atau tahapan standart dari pihak Dinas Koperais dan UMKM. Dengan itu dapat disimpulkan bahwa pengawasan program pemberdayaan UMKM Desa Klampar, Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan sudah cukup optimal.
2. Penguatan

Pelaksanaan pelatihan dan pengawasan memang  staretgi yang ditempuh Dinas Koperasi dalam memperdayakan UKM Batik Desa Klampar secara berkelanjutan. Jadwal diatur sedemikan rupa dan UKM yang mengikuti diundang seluruhnya, melalui sosialisasi pamong desa. Namun kondisi pelaksanaan yang sering berbeda dengan rencana awal ,menjadi hambatan tersendiri  bagi pihak Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

Prinsip penguatan dalam pemberdayaan menjadi salah satu sorotan dan priorotas bagi Dinas Koperasi dam Usaha Mikro dalam menjalankan fungsinya. Inti  dalam prinsip penguatan adalah bagaimana target dari hasil program sebelumnya semakin diperkuat dengan melaksanakan program pemberdayaan dan pengawasan selanjutnya. Dimana program selanjutnya dilaksanakan dengan tujuan memperkuat target capaian yang sudah ada , serta berinovasi untuk peningkatan pemberdayaan UMKM  selanjutnya.

Program dan rencana kerja sudah diatur sedemikian rupa oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, untuk memperdayakan UMKM Batik Klampar, namun ketika pelaksanaan  yang terjadi banyak UMKM yang tidak mau menjadi binaan Dnas Koperasi, hanya beberapa UMKM yang mau dan koperatif terhadap program pemberdayaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

Kondisi dicapai program pemberdayaan sebelumnya, dimana keterbatasan SDM penggiat UMKM Batik, dimana  sudah mendapatkan akses dan rekom pinjaman modal , namun belum seberapa maksimal dalam memperoleh kesempatan pangsa pasar. Sehingga masih terus memerlukan inovasi dalam merebut pangsa pasar. Saat ini kesulitan menggunakan dan melibatkan kecanggihan teknologi informasi, sehingga  pemasaran produk hanya mengandalkan cara manual, sedangkan kondisi saat ini semua berbasis teknologi sehingga memerlukan fasilitas pemasaran secara online. Terlepas dari UMKM   mau atau tidak mau dibina.


Penguatan lainnya , dari pihak Dinas Koperasi dan Usaha Mikro harus sesering mungkin mengadakan pelatihan penggunaan media sosial dalam memasarkan produk.  Dimana yang memegang peranan penuh adalah penggiat UMKM sendiri. Diamana pembekalan harus diikuti oleh penggiat UMKM secara teratur dengan mengenalkan aplikasi  marketing yang  mudah digunakan dan semua orang sebagian besar sudah mengenal aplikasi tersebut, sehingga transaksi jual beli produk bisa kapan saja bisa dilakukan.  Unsur Penguatan yang dilakukan pihak Dinas Koperasi  dan Usaha Mikro  pada pemberdayaan UMKM Batik Desa Klampak bisa dikatakan  belum optimal. 

3. Perlindungan 

Perlindungan terhadap pemberdayaan UKM Batik Klampar, sudah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Dimana bentuk perlindungan pada  sistem persaingan dagang dimana saat ini akan semakin meluas dan bersifat global.

 Disadari atau tidak persaingan secara global memiliki dua dampak, positif  dan negatif. Dimana tentunya kadar dampak yang diterima masing-masing pihak berbeda. Artinya ketika suatu pihak boisa  menerima dan siap dengan segala konsekuensi, maka dampak poersaingan global tidak seberapa terlihat. Sebaliknya jika suatu pihak khususnya UKM Batik tiodak siap mengjhadapoi tuntutan  persaingan global, maka resiko ada dua   yakni  menjalani kegiatan UKM seadanya atau meningkatkan kapasitas  kemampuan diri untuk menyesusaikan dengan  tuntutan persaingan global. 

Program pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, beberapa jenis dan tahapan yang dilakukan yakni pengawasan dan pelatihan. Dimana  siapa yang ikut dan diawasi sudah berdasarkan data yang diperoleh  dari pamong Desa Kalampar.  Namun yang aling utama adalah muatan pemberdayaan berupa menyiapkan sumber daya penggiat UKM menghadapi persaingan Global.

Persaingan secara global bukan berarti tidak bisa memanfaatkan sama sekali metode pemasaran konvensional , namun jika dibandingkan antara jumlah UMKM yang menguasai  teknik pemasaran global menggunakan kecanggihan sistem informasi, hanya sebagian kecil. 


Pemberdayaan melalui pelatihan penggunaan  media pemasaran secara online  harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. Paling utama adalah  tingkat kesadaran baik penggiat maupun pihak dinas koperasi dan Usaha Mikro  menyiapkan segala perangkat , sarana dan prasarana selama pelatihan guna memberdayakan SDM penggiat UMKM yang masih asing dengan teknologi informasi.

4. Penyokongan

Adanya kecanggihan teknologi informasi memang membantu pemasaran suatu produk. Berbagai kemudahan memang ditawarkan dari kecanggihan teknologi. Masalah baru muncul ketika tanggapan dan tingkat kesiapan penggiat UMKM menghadapi kecanggihan dan penggunaan teknologi.

Dua sisi berbeda dalam bentuk penyokongan dari segi penggunaan kecanggihan teknologi.  Dimensi kecanggihan teknologi menjadi dua sisi berbeda dan harus dijalani sesuai  keperluan. Ada respon tingkat kesiapan  penggiat UMKM , namun ada beberapa yang tidak bisa menyesesuaikan diri dengan tuntutan kecanggihan teknolgi.

Bagi penggiat UMKM yang bisa beradaptasi tidak menjadi masalah bagi pihak Dinas  koperasi, namun ketika ada pihak yang belum bisa beradaptasi masih terus membutuhkan bimbingan dan pengawasan supaya bisa berdaya guna. Jika  kesadaran penggiat UMKM  tetap tidak menyadari pentingnya penggunaan  teknologi dalam ranah perekonomian.
Di lain sisi keterlibatan teknologi bukan bararti  tidak memeperhatikan kalangan minoritas, yakni kalangan penggiat UMKM yang tidak atau belum  mampu beradaptasi dengan tuntutan persaingan global. Jumlah sumber daya manusia penggiat UMKM Batik  yang beLum menguasai teknologi  bukan berarti dituntut untuk mampu memahami dan menggunakan. Pasalnya  apabila kondisi  pemerintah terus memaksa  untuk menguasai kecanggihan teknologi, maka yang ada UKM Batik semakin enggan   untuk dibina dan memilih jalur mandiri menjalankan usahanya.

Namun yang paling utama harus dilakukan adalah memberikan dukungan melalui pelatihan menggunakan kecanggihan teknologi informasi, dimana  harus dijelaskan pula bahwa memasarkan hasil produksi mellui teknologi informasi bukan suatu hal sulit, kemudian pengerajin terus difasiltasi sampi UMKM  bisa mandiri dan mampu menyesesuaikan dengan tuntutan pasar.
5. Pemeliharaan
Pemeliharaan pada program pemberdayaan UMKM Batik Desa Klampar terus diperlukan seiring dengan semakin bertambahnya permasalahan pangsa pasar. Namun yang paling utaa adalah bagaimana semua strategi yang dilakukan sebelumnya tetap bisa menghasilkan  dan berspengarh positif teutama stratei selanjutnya.Dimana fokus utama adalah bagaimana semua penggiat UMKM Batik Desa Klampar mampu memberikan tambahan nioai  jual pada hasil karyanya. Hal ini sa terlihat ketika daya saing bisa meningkat dalam menghadapi pesaingan global.
Segala bentuk strategi pemberdayaan terutama mengenai kesiapan sumber daya manusia penggiat batik desa Klampar mampu eradaptasi dan menggunakan media online untuk promoosi komoditas. Jadi langkah pemeliharaan selama ini yang dilakukan Dinas Kperasi dan Usaha Mikro hanya bersifat pembinaan dan bantuan akses ppermodalan. Namun UMKM dibimbing supaya bisa mandiri yakni terus konsisten memberikan .

Hambatan pada pemberdayaan UMKM Batik  Desa Klampar terletak pada tidak semuan perspektif erfikir masing-masing penggiat Batik memahami pentingnya menggunkn media promosi online. 

Melaluin pelatihan dan mempermudah akses peminjaman modal, maka diharapkan nantinya akan mmebuat para penggiat UMKM mudah mengembangan usahanya., mampu mandiri mempromosikan komoditas berbasis kebijakan erkelanjutan melalui peran teknologi informasi . Jadi emerliharaanj pada sistem pembinaan dan akses permodalam, sudah dilaksanakan semaksimal mungki, namun masih ada beberapa kelemahan baik dari segi SDM dan sistem regulasi yang ada.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan masing-masing indikator teori pemberdayaan yang digunakan penelitian ini, maka  bisa disimpulkan  bahwa penberdayaan UMKM Batik  dalam perspektif kebijakan berskelanjutan sudah cukup baik, karena beberapa i dikator teorisudah teroenuhi  namun belum sepenuhnya di lokasi penelitian. Pemberdayaan UMKM Batik Desa Klampar dalam perspektif kebijakan berkelnajutan sudah cukup baik, namun terus memerlukan inivasi regulasi komprehensif , adaptif dan kolaboratif.
SARAN
Mengatasi permasalahan pemberdayaan UMKM Batik Desa Klampar yaitu pihak Dinas Koperasi dan Usaha Mikro , Kabuapten Pamekasan harus bersinergi dalam program  pemberdayaan terutama menggunakan perspektif kebijakan berkelanjutan. Dimana mampu  memberdayakan penggiat batik Desa Klampar melalui media prmosi online.

Penelitian selanjutnya  harus dilakukan mengenai analisa kebijakan berkelanjutan , terutama mengenai regulasi inovasi teknik memasrkan produk. Dimana di dalmamnya ada peran serta pemerintahan dan non-pemerintah. Sehingga  bisa berpengaruh  pada reomendasi selanjutanya, untuk menciptakan pengerajin batik Desa Klampar yang inivatif, mandiri, adaptif dan kolaboratif pada tuntutan   perdagangan digital.
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